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BUPATI KUTAI BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Kutai Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan  Reformasi  Birokrasi = Nomor:
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun
2008 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

7. Keputusan Kepala BPKP No. KEP-971/K/SU/2015
tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor
183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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(1)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang
berwenang sesuai bidang keahlian masing-masing.

Eselon adalah Tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
1) Inspektur;
2) Sekretariat, membawahkan:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
c) Sub Bagian Keuangan.
3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
5) Inspektur Pembantu Wilayah III;
6) Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan

7) Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai
Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;
penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua Tim, hasil
pelaksanaan tugas direviu oleh pengendali teknis, Ketua Tim dan
Pengendali Teknis ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur
selaku Penanggungjawab Penugasan.

Dalam hal melaksanakan pengawasan fungsional berbentuk Tim yang
susunannya adalah sebagai berikut:

a. Pengendali Mutu;
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(4)

(6)

b. Pengendali Teknis;

c. Ketua Tim; dan

d. Anggota Tim.

Kriteria Tim adalah sebagai berikut:

a. Auditor Ahli Utama berperan sebagai Pengendali Mutu (PM);
b. Auditor Ahli Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT);
c. Auditor Ahli Muda berperan sebagai Ketua Tim; dan

d. Auditor Ahli Pertama dan Auditor Terampil berperan sebagai
Anggota Tim (AT).

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

Jenis jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan
organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain
di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pimpinan satuan organisasi di Inspektorat Kabupaten wajib
mengawasi  bawahannya  masing-masing dan  bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan satuan organisasi di Inspektorat Kabupaten bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pimpinan satuan organisasi di Inspektorat Kabupaten wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
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(7)

(1)

(2)

(3)

Dalam rangka koordinasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan
tugas pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat kerja
berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

Inspektur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan.

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas wusul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 9

Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan
struktural eselon Illa atau jabatan administrator.

Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau
jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kutai Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Kutai Barat dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi
perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap
memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja
analisis jabatan.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 30.
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